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KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.

Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Satui Nomor*z
820;’100-DS,fUPK-SatuifDisdikbudﬂﬂ17 tanggal 19 Juni
2017 tentang Permohonan Izin Operasional SDN Satu

Barat,

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar
beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya
sebagaimana  dimaksud dalam huruf a yang nama
sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan
SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 795, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Yahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang
nomor 12 tahun 2008 tentang




10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47410;

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113° 7%
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas %
Pemerintah Daerah; o
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

14.

15.

16.

17.

Keputusan  Menteri_
060/U/2002 tentang Pedoman

Tahun 2007 tentang Pembenmlmn Kadud;uhn,

Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah )

Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG

!SEKOLAH DASAR NEGERI SATUI BARAT KECAMATAN

SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU.

Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan
belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana
yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan
pembelajaran.

2. Mempersiapka.n tenaga edukatif dipet.'luhn

sesuai dengan kurikulum yang berlaku







